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MK Putus Uji Materi UU Parpol dan UU Pilkada

Jakarta, 26 Oktober 2017 - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian Materiil Pasal 40A ayat (3) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang serta Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Kamis (26/10) pukul 11.00 WIB di ruang
sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 24/PUU-XV/2017 ini
diajukan oleh H. Djan Faridz selaku Ketua Umum DPP PPP berdasarkan Akta Nomor 17 Tanggal 7 November 2014 tentang
Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII.

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Rabu (24/5), Pemohon merasa dirugikan haknya karena seharusnya
Pemohon adalah yang berhak untuk disahkan sebagai Ketua Umum DPP PPP oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham). Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, walaupun telah ada putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) akibat norma Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33
UU Parpol dan Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada.

Menurut Pemohon, Pasal 33 UU Parpol serta frasa "dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia" dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada telah
memberikan kemungkinan bagi Menteri Hukum dan HAM untuk mencampuri perselisihan internal parpol, bahkan sampai
tingkat memutuskan pihak mana yang sah dengan mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pemohon beranggapan, seharusnya kewenangan memutuskan perselisihan partai politik merupakan kewenangan lembaga
peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Sedangkan pada sidang perbaikan permohonan yang digelar Rabu (7/6). Diwakili Andi Ryza Fardiansyah, Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz selaku Pemohon memaparkan sejumlah perbaikan
permohonan. Pemohon menegaskan permohonannya bukanlah masalah kasuistik. “Permohonan Pemohon lahir karena
pertentangan norma. Permohonan ini bukanlah kondisi yang lahir karena pertentangan kasuistis,” ucap Andi kepada Majelis
Hakim.

Menurutnya, pertentangan atas norma undang-undang tersebut bukan hanya akan terjadi pada PPP. “Parpol lainnya yang
bersengketa bisa saja mengalami hal yang sama selama Menteri punya putusan lain di luar putusan pengadilan,” imbuhnya.

Dalam perbaikan permohonan, Pemohon juga menegaskan kedudukan Pemohon sebagai perseorangan yang dirugikan hak
konstitusionalnya karena tidak mendapatkan kepastian hukum. “Pemohon tidak mengajukan diri sebagai perwakilan partai
politik. Namun, Pemohon mengajukan sebagai pribadi warga negara yang dirugikan hak konstitusional, berupa tidak
mendapatkan kepastian hukum. Sehingga haknya untuk menduduki sebagai ketua umum DPP PPP tidak bisa tercapai,”
tambahnya. (Nano Tresna Arfana/lul/Lbg)
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